BAB IV
ANALISISIMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 43/DSN-
MUI/VI11/2004 TENTANG TA'WIDH TERHADAP PENENTUAN
TA'WIDH PADA PRODUK HASANAH CARD DI BNI SYARIAH
KANTOR CABANG SEMARANG

Setelah penulis mengumpulkan data dari lapangaalmelawancara
dan dokumentasi di lapangan, yaitu di Bank BNI #yakKantor Cabang
Semarang maka dalam bab ini penuis akan menganaiigkanisme
penentuanta’'widh dalam produk Hasana@ard di BNI Syariah Kantor
Cabang Semarang.

Pada teoritisi Fatwa NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 besganti rugi
harus sesuai dengan nilai kerugian nig¢g losg yang pasti dialamifiked
cos) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yhperkirakan akan
terjadi otential losy Namun, dalam prakteknya di BNI Syariah Kantor
Cabang Semarang, kerugian ini telah diperkirakam a&rjadi sekian rupiah,
tergantung jenis kartu. Nominala’'widh yang tertera dalam kontrak
mengalami peningkatan berdasarkan lamanya harnil&eteatan.

Pada dasarnya pemberlakuan prakeewidh yang dilakukan di BNI
Syariah Kantor Cabang Semarang atas dasar penakgdua belah pihak
dalam akadnya. Akad yang digunakan dalam pratt@kdh tersebut dengan
menggunakan tiga macamertamaakad yang digunakan kafalah dalam hal
ini Penebit kartu adalah penjam{kafil) bagi pemegang kartu terhadap
Merchanatas semua kewajiban Baydayn)yang timbul dari trnsaksi antara

Pemegang kartu dengdferchant,dan/atau penarikan tunai dari selain bank



A.

atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pembericafalah, Penerbit Kartu
dapat menerima feéujrah kafalah) Kedua gardhdalam hal ini penerbit
kartu adalah pemberi pinjamanmyqridh) kepada Pemegang Kartu
(mugtaridh melalui penarikan tunai dari bank atau ATM banéné&bit
Kartu. Ketiga ljarahdalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia gsi@m
pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Katas.ijarah ini,
Pemegang Kartu dikenakamembership fee

Pada bab Il telah dijelaskan bagaimana mekanisraktgk ta’'widh
pada produk Hasandard di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang, hal ini
penulis dapatkan dari beberapa keterangan danddé&édayang berhasil
penulis kumpulkan. Dari data tersebut penulis getapa akan menganalisis
tentang penerapan ketentuan praktakvidh pada produk hasanah card
dalam perspektif fatwa Dewan Syariah Nasional NO3/D&N-
MUI/VIII/2004 Majlis Ulama Indonesia yang diterapkadi BNI Syariah

Kantor Cabang Semarang.

Analisis Terhadap Praktek Penentuan Ganti Rugi (Ta'widh) Pada
Produk Hasanah Carddi BNI Syariah Kantor Cabang Semarang

Dalam fatwa DSN-MUI tentangyariah cardterdapat biaya-biaya yang
dibebankan kepada nasabah pemegang kartu kredittadanyata'widh.
Mekanisme penentuaa’widh pada Produk Hasan&ard di BNI Syariah
Kantor Cabang Semarang belum sesuai dengan psgaijah yaitu Biaya

ta'widh di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang pada dasabigga



ta’'widh hanya boleh dibebankan kepada nasabah yang deeggaja lalai
dalam penagihan kartu kredit, dan besarnya norbiaghta'widh ditentukan
berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan oleh baakgproses penagihan.
Akan tetapi prakteknya pada produk Hasa@and di BNI Syariah Kantor
Cabang Semarang, biaya'widh ditentukan berdasarkan waktu. Selama
waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penagiharateamasabah, maka
ta’'widh akan semakin meningkat.

Pada ketentuan umum poin pertama “Ganti (tagwidh) hanya boleh
dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atausk&sdalaian melakukan
pihak lain”. Dan kerugian tersebut harus sesuagdemilai kerugian riil
(real loss)yang pasti dialam{fixed cost)dalam transaksi tersebut, bukan
kerugian yang diperkirakan akan terjapioi{encial los9 karena ada peluang
yang hiland

Menurut BNI Syariah, biayaa'widh ditentukan berdasarkan hari
adalah karena dalam melakukan penagihan BNI Syhekbérjasama dengan
tim collection dimanatim collection tersebut bertugas dibagi dalam jangka
waktu tertentu. Karena semakin lama nasabah mekunggka semakin sulit
nasabah tersebut ditagih biaya pun berbeda. Bekdeshal ini penagihan
ta’'widh yang berdasarkan waktu bukan berdasarkan kebutoduak dapat
dikatakan sesuai dengan prinsip syariah. Karenalkienlama menunggak
nasabah menunggak maka biaya yang dibutuhkan umntekakukan

penagihan juga berbeda.

! Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indoneblampunan Fatwa Dewan Syari'ah
Nasional,Ciputat: Gaung Persada, 2006, him. 312.



Dalam hal ini BNI Syariah Kantor Cabang Semarangahte

menginformasikan kepadaard Holdertentang adanya ganti rugi kemudian

diklasifikasikan apakah tetap sejalan dengan ketenfFatwa NO. 43/DSN-

MUI/VIII/2004 yang berbunyi antara lain:

1.

Ganti rugi ta’'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan
sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatwy rp@myimpang

dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pad fain.

. Kerugian yang dapat dikenaktaiwidh sebagaimana dimaksud dalam

ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitamgengan jelas.
Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalayabbiaya riil
yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yarwrgsnya
dibayarkan.

Besar ganti rugit@’'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian rég{
los9 yang pasti dialamifixed cost dalam transaksi tersebut dan bukan
kerugian yang diperkirakan akan terjaplofential losy karena adanya
peluang yang hilangopportunity lossataual-furshah al-dha-i'a.

Ganti rugi (a'widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang
menimbulkan utang piutangddin), seperti Salam istishna’ serta
murabahahdanijarah.

Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugydaoleh
dikenakan olelshahibul malatau salah satu pihak dalam musyarakah

apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetagh tdibayarkan.



Selain adanya aturan tentang keterlambatan pendmayjaga terdapat
peraturan bank Indonesia nomor tujuh tentang akexghimpunan dan
penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kagistaha berdasarkan
prinsip syariah bagian ketiga pasal 19, adalahgseteerikut?

Ketentuan ganti rugig'widh) dalam pembiayaan.

a) Bank dapat mengenakan ganti rugi'Widh) hanya atas kerugian riil
yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada ahssng dengan
sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuaty ry@nyimpang
dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian paala

b) Besar ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapbank adalah
sesuai dengan nilai kerugian riile@l los9 yang berkaitan dengan
upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nhasgdratbukan
kerugian yang diperkirakan akan terj§abtensial losskarena adanya
peluang yang hilanppportunity loss).

c) Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada akad ijarah alkad yang
menimbulkan utang piutandgdain), seperti salam, istisna’ serta
murabahah, yang pembayarannya dilakukan tidak s¢caai.

d) Ganti rugi dalam akadnudharabahdan musyarakah hanya boleh
dikenakan bank sebagahahibul maalapabila bagian keuntungan
bank yang sudah jelas tidak dibayarkan oleh nasadetagai

mudharib.

2 peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/20GStang Akad Penghimpunan Dan
Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegidtaaha Berdasarkan Prinsip Syariah,
Pdf, 2005, him. 22.



e) Klausul pengenaan ganti rugi harus ditetapkan agets dalam akad
dan dipahami oleh nasabah, dan

f) Besarnya ganti rugi atas kerugian riil ditetapkaerdasarkan
kesepakatan antara bank dengan nasababh.

Tidak lepas dari hal tersebut BNI Syariah juga samgemperhatikan
adanya perjanjian. Suatu perjanjian dianggap sabilapada kesepakatan
antara kedua belah, orang yang berhak membuanpanadarus menyatakan
kehendaknya dan kesediannya untuk menguatan dirfganya perjanjian
harus menyatakan kehendaknya dan kesediaanya m@nguatkan dirinya.
Adanya perjanjian bertujuan untuk menepis kerusakgar saat transaksi
berlangsung pada dasarnya setiap lembaga keuagigéuntserorientasi bisnis.
Yakni mempunyai tujuan mencari laba bersama dan ingkatkan
pemanfaatan segala potensi ekonomi tidak terkedfdli Syariah. Dalam
operasinya BNI Syariah selalu bersinggungan lamgsiemgan nasabah yang
sewaktu-waktu dapat terjadi wanprestasi terhadaparpmn yang telah

disepakati.

. Analisis Penentuan Ta’'widh Pada Produk Hasanah Card di BNI Syariah
Kantor Cabang Semar ang Dalam I mplementasi Fatwa DSN NO. 43/DSN-
MUI/VI11/2004

Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan suatu lembamag y
aktivitasnya meninggalkan masalah riba, dengan klempenghindaran riba

merupakan salah satu tantangan yang dihadapi disi&an. Untuk



menghindari pengoperasian dengan sistem bungan Isi@mperkenalkan
prinsip-prinsip  muamalah sebagai solusi alternaéfhadap persoalan
tersebut. Mekanism&'widh di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang tidak
sesuai dengan fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2D€entanga’'widh.
Telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI poin pertamanjalaskan
mengenai “Bahwa Lembaga Keuangan atau BNI Syariahoperasi
berdasarkan prinsip Syariah untuk menghindari piakiba atau praktek
yang menjurus kepada riba, termasuk masalah dendacfal yang biasa
dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Datu& DSN-MUI KH
Ma'ruf Amien juga berpendapatptigkos ganti rugi harus yang riil bukan
kerugian yang diperkirakan terjadi dan karena kahiian kesempatan (time
value of money). Karena jika berdasar time valuenohey, maka sama saja
dengan ribad Dalam pembahasan sebelumnya bahwa BNI Syariah
menetapkanta’'widh yang dicantumkan dalam akad, dimaksudkan agar
memberikan gambaran kepada debitur besarnya biagg gkan dibayar
sesuai dengan lamanya hari keterlambatan. Dan liay@aerupakan hasil
perhitungan timcollection bank BNI Syariah terhadap biaya-biaya yang
timbul, seperti biaya telepon, surat, kunjungan @an sebagainya. Hanya
saja jumlah dari total biaya yang ada, belum béeamar merupakan
akumulasi dari biaya yang dikeluarkan oleh pihald BMariah. Hal ini dapat

dilihat dari biayaa’'widh yang ada pada tabel biatggwidh diatas

® Dikutipdari: http://www.muamalatbank.com/index.php/home/newisbesyariah/555
tanggal 14 November 2012.



Pada kartu jenislassicRp. 15.000,- dagold Rp 35.000,- tanpa ada
perincian biaya. Dan pada tiap naik tingkat jangkaktu penagihan pada
klasik, jumlah biaya bertambah 5.000 tiap naik datgkat (x-29 days =
15.000, 30-59 days= 20.000, 60-89 days = 25.000)ndék 15 ribu (90-119
days = 40.000) kemudian naik 10.000 (120-149 da§8.600, 150-179 days
=60.000), dan naik tinggi ( >=180 days 320) sedanggold naik 15.000
sampai tingkat ke 3 (x-29 days = 35.000, 30-59 da6.000, 60-89 days =
65.000) dan naik pada tigkat ke 4 (90-119 days G:AD) dan naik 20.000
pada tingkat ke 5 (150-179 days = 150.000), dak taggi pada hari >=
180 days dengan biaya'widh 800.000. Dan biayta’'widh ini pada tabel di
atas sudah “Fix” jika nasabah terlambat melunasili@yaran pada bulan
pertama maka nasabah tersebut sudah dipastikanterkama biayada'widh
sekian ribu rupiah tergantung dengan jenis kartuggena® Menurut BNI
Syariah :

“Semua itu dihitung berdasarkan biaya yang dikekar untuk
menagih. Semakin lama seseorang itu menunggak, reek®kin besar
usaha yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan pgii biaya telepon,
Surat, mendatangi langsung nasabah, dan biaya-byayey lain yang terkait
dengan penagihan. Semakin lama hari menunggak, ribetelepon ke
nasabah tidak cukup sekali kan? Setiap menelepork&na pulsa. Ini baru
dihitung dari segi menelepon. Belum lagi Surat, ,skasjungan langsung ke
tempat nasabah, dan lain sebagainya.

Meskipun perlu dipahami bahwa riba dapat terjadeka dua sebab

yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli. Mahkal ini perlu dipahami

* Hasil wawancara dengan Bapak Darto, Divisi KamnBiayaan PT Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Semarang, tanggal 19 November 2012.
5 .
Ibid.



untuk menghindari kerancuan yang terjadi dalamapetiansaksi. Apabila

kita dasarkan pada pengertian riba yang tercantaland Surat Ali Imran

ayat 130.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memaka

Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamua#apAllah

supaya kamu mendapat keberuntungan.

Maka jelas bahwa segala transaksi bisnis ataupumeiksial yang
melegalitimasi adanya penambahan secara bathilinhainilai tidak adil.
Biayata'widh di BNI Syariah dikenakan atas pihak yang dengagae atau
kelalaian melakukan suatu yang menyimpang dari nked® akad dan
menimbulkan kerugian pada pihak BNI Syariah. Hal sesuai dengan
ketentuan Dewan Syariah Nasional sebagaimana yarggntum dalam
ketentuan Fatwa NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentant@’'widh yang
disebutkan dalam ketentuan umufiGanti rugi (ta'widh) hanya boleh
dikenakan atas pihak dengan sengaja atau karenaldiah melakukan

sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad danmbatkan kerugian

pada pihak lain.” Ulama kontemporer membolehkan praktek ini. Hal ini

berdasarkan kaidah fiq'(hj\jé j;.fbf\) “bahaya (kerugian) harus dihilangkan.”

Adapun besarnya nominata’'widh di BNI Syariah ditentukan

berdasarkan jangka waktu bukan berdasarkan kerugihn Hal ini



dikarenakan biaya yang digunakan untuk menagih pagajangka waktu

berbeda. Semakin lama nasabah telat membayar, makha untuk

menagihnya pun semakin besar dan menimbulkan lyi@yg semakin besar
pula. Artinya semakin lama waktu yang dibutuhkantuknmelakukan

penagihan kepada pemegang kartu maka biayaidh akan semakin

meningkat.

Hal ini disebabkan karena dalam penagihan yanduktn oleh tim
collection BNI Syariah, mereka mengeluarkan biaya-biaya sefmatya
telepon, biaya surat, dan biaya kunjungan setemP@tya inilah yang
dikeluarkan selama masa penagihan dikarenakan adasryunggakan dari
nasabah yang terkait. Biaya-biaya yang dikeluaBish Syariah merupakan
biaya riil yang dikeluarkan oleh timollection,akan tetapi jumlah biayanya
belum tentu merupakan jumlah biaya yang riil. Arindalam melakukan
penagihan ke nasabah bank BNI Syariah mengeludiiea-biaya seperti
biaya telepon, transportasi, sms, dan lain-laimyaasaja jumlah misalnya
Rp. 35.000, - tidak benar-benar berjumlah Rp. 35.0Misa saja biaya yang
dikeluarkan kurang atau lebitBerarti pada kenyataannya praktek ganti rugi
tersebut tidak sesuai dengan prinsip Fatwa NO. 8RAMUI/VI11/2004.

Singkat kata, BNI Syariah sudah mengetahui jumlayabta’'widh
sebelum biaya-biaya itu terjadi dan ini merupakaarugian yang
diperkirakan, bukan kerugian yang benar-benarderzengan demikian bila

nasabah BNI Syariah telah bersepakat terhadap abtaiwidh yang tertera

® Hasil wawancara dengan Bapak Darto, Divisi KarmBiayaan PT Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Semarang, tanggal 19 November 2012.
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dalam kontrak, maka sama halnya nasabah dan BNia8yelah bersepakat
dalam suatu tingkatan riba selama jangka waktwengrt yaitu adanya
tambahan dari pokok pinjaman. Apabila telah jatempgo dan pinjaman
belum bisa dilunasi, maka peminjam diharuskan mearbauatu tingkat
kenaikan riba sebagai konpensasi waktu tambahandiaerikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut pemakkanisme
penentuarta’'widh di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang belum sesuai
dengan fatwa MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentarig'widh, dengan
alasan sebagai berikut:

Pertama penetapata’'widh yang telah ditetapkan dalam kontrak akad
ini telah menyalahi Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUINV/R004 tentang
ta'widh dimana "besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicamkan dalam
akad.” Kedua,ongkos yang harus diganti haruslah kerugian yah@ukan
kerugian yang diperkirakan. Sedangkan di BNI Syar€antor Cabang
Semarang, kerugian ini telah diperkirakan akanatkrjsekian rupiah,
tergantung jenis kartiKetiga, nominalta'widh yang tertera dalam kontrak
mengalami peningkatan berdasarkan lamanya harrl&eteatan. Kempat
kurang adilnya BNI Syariah Kantor Cabang Semarasignd membedakan
penentuaa’'widh antara nasabah yang lalai membayar dengan nasabgh y
benar-benar belum mampu membayar kartu kredit ayayiang masih
disamakan.

Di dalam fatwa DSN-MUI tentang Syariah Card, teataprinsip-

prinsip syariah yang harus diterapkan dan ada paftey harus dihindari,
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sepertiriba, gharar, danisraf. Untuk menghindari praktekiba, gharar,dan
israf dari kartu kredit syariah dapat melakukan langkatgkah sebagai
berikut:

a. Mengikuti dan mempedomani secara utuh ketentuavafddUl nomor
54/DSN-MUI/X/2005 tentangsyariah card yang berisi yaitu, a).
Ketentuan umum, b). Hukn®yariah Card c). Ketentuan akad, d).
Ketentuan tentang batas&yariah Card e) Ketentuan Fee, Ketentuan
ta'widhdan denda, dan g). Ketentuan penutup, untuk diegiklan pada
HasanalCard dengan tidak menyalahi sedikitpun ketentuan yawigls
dibuat oleh DSN-MUI.

b. Untuk menghindari terjadinya utang yang berlipatdgs pada praktek
HasanalCard jika nasabah lalai dalam membayar kewajiban tidprb
maka Hasanalard tidak dapat digunakan sampai kewajiban tersebut
terlunasi. Sesuai dengan penelitian penulis, apaldlsabah Hasanah
Card lalai dalam melakukan kewajiban maka kartu tidakpat
digunakan sampai nasabah dapat melunasi kewajibartay ini sesuai
dengan prinsiyariah cardtentang menghindari utang yang berlipat.
Peraturan tersebut menjadikan nasabah menjadiwdspada dan hati-
hati dalam menggunakan kartunya.

c. Menghindari penggunaan Hasan@hard untuk tindakanisraf, antara
lain dilakukan dengan memberikan himbauan kegada holderuntuk

menggunakan Hasandbard dengan bijak. Pada Hasan@lard juga
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ditetapkan maksimal pembelanjaan yang dimaksudigm aasabah
tidak menjadi konsumtif.

Berdasarkan penelitian penulis, maksimal pembedanja
ditentukan berdasarkan permohonan dari nasabah dtesar
kebutuhannya masing-masing dan berdasarkan peadagat yang
telah diperhitungkan oleh penerbit fasilitas. Makasi pembelanjaan
dimaksudkan untuk menahan nasabah dalam melaktkaseksi yang
berlebihan. Serta disesuaikan dengan jenis karg yigunakan oleh
nasabah, dan jenis kartu disesuaikan dengan pelaghgsng diperoleh
nasabah setiap bulannya. Hal ini dimaksudkan agak terjadi kredit
macet.

Adanya kemudahan-kemudahan memang menyebabkan
pemegang kartu mudah membeli/membelanjakannya, mdw@ombali
kepada pemegang kartu bagaimana mengatur keuamjzadipya
karena semua yang dibelanjakannya tetap menjadi anbeb
penghasilannya. Berdasarkan penelitian penulis tdagikatakan
HasanahCard sudah sesuai dengan prinsip syariah yang dikednark
olen DSN-MUI No. 54 tentang syariah card yaitu kidaenyebabkan
menjadi konsumitif.

. Untuk menghindargharar pada praktek Hasanabard BNI Syariah
telah memberikan kode padaerchant-merchantyang halal untuk

dikonsumsi oleh nasabah Hasar@drd. Hal tersebut dilakukan untuk
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memastikan bahwa HasanaBard hanya dapat digunakan pada

merchant-merchantang halal.

Berdasarkan penelitian penulis, Hasarmahrd hanya dapat
digunakan padanerchantyang telah ditetapkan halal oleh DSN-MUI
dan merchanttersebut tergabung dalam jaringsliaster Card,seperti
Pizza Hut, Matahari Store, dan lain-laituntuk supermarket seperti
Giant atau Carrefour, Hasan@lard hanya dapat digunakan paitiem-
itemyang termasuk dalam item dengan label halal. Jsabita nasabah
pengguna HasanalCard menggunakan kartunya untuk membeli
minuman beralkohol di supermarket yang termasulandajaringan
Master Card, maka item yang dibeli tidak akan bisa dibayar
menggunakan Hasan&lard.

Yang perlu diyakini adalah bahwa BNI Syariah tel®tusaha untuk
memberikan kartu kredit yang sesuai dengan tuntggriah, minimal
HasanahCard telah menjadi salah satu alternatif untuk mempkrba
kebutuhan nasabah terhadap kartu kredit. Hal isuaedengan prinsip
syariah card yaitu tidak menimbulkan gharar, darelolyang digunakan
sudah jelas.

Dengan niat bersunguh-sunguh untuk menjalankaresyatam dalam
mengelola HasanaBard, serta berupaya menjadikan Hasai=rd dapat
menjadi kartu kedit yang baik. Walaupun pada dasakartu kredit tidak

menjadikan nasabah penggunanya menjadi bijak, &api BNI Syariah
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berharap dengan dikeluarkannya Hasam@drd nasabah menjadi bijak

dengan hanya membelanjakan pendapatannya untuldkpyadg halal.
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